BUPATI HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat
daerah terdepan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai
pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
sehingga Peraturan Bupati Halmahera Tengah
Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3420);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4262);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
Kecmaatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor
73, Tambaahan Lembaran Negara RI Nomor 6206);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kewenangan
Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008
Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat daerah Kabupaten Halmahera
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun 2018 Nomor 1);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

8.

9.

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah,;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Halmahera Tengah;

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja Kecamatan;

Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan sebagian wewenang Bupati
kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;

10. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan

memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan



11.

suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat
internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi
kewenangan Camat;

Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan
memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan.
Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh
Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

BAB II
TUJUAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah :

a.

A o

(1)

(2)

(1)

(2)

memperjelas dan mempertegas posisi Camat dalam menjalankan tugas dan
fungsinya;

. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat setempat;
mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secaran efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin
oleh Camat;

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati;

e. Mengkoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan
Daerah;

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. Perizinan;

b. Rekomendasi,

c. Koordinasi;



(4)

()

(6)

Penyelenggaraan; dan
Kewenangan lain yang dilimpahkan.

d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h.

i.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini;

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan

efisiensi,

Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), wajib memperhatikan :

a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan

c. Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan
strategis dan kebijakan operasional pemerintah daerah, Camat wajib
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional
melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya
dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkorinasi, dan
simplikasi.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 5

Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah
mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 6

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah :

oo

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
memperjelas dan mempertegas posisi Camat dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 7

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terlampir dalam
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu

Pelaksanaan
Pasal 8

Pelaksanaan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati
merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima kewenangan;

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup
Kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kecamatan;

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pembiayaan, personil, sarana dan prasarana yang
diperlukan.

Bagian Kedua
Penarikan
Pasal 9

Bupati dapat menarik kembali sebagian dan/atau seluruh kewenangan

yang telah dilimpahkan atas usulan Perangkat Daerah yang membidangi

urusan tersebut;

Penarikan sebagian dan/atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan oleh

Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :

a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena adanya
perubahan kebijakan pemerintah daerah; dan

b. Berdasarkan hasil evaluasi, bahwa penyelenggaraan pelimpahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah tidak dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,;

Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua
Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah terkait;
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan
pelatihan, serta monitoring dan evaluasi;

Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan
pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya setiap 3 (tiga)
bulan sekali.



BAB VII
PENDANAAN
Pasal 11
Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Halmahera
Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 15 Mei 2018
BUPATI HALMAHERA TENGAH,
Frwovron—
EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 15 Mei 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Lkl

SEN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 313

JABATAN PARAF
SEKDA /
ASISTEN 1 /
A

LJ

KABAG HUKUM DAN HAM

KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN| 1
PENGELOLAAN PERBATASAN ﬂ




LAMPIRAN

NOMOR : 6 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 MEI 2018

TENTANG

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

: PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BIDANG URUSAN

NO PEMERINTAHAN PERIZINAN NON PERIZINAN
1 2 3 4
1. | Bidang Pendidikan 1. Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan
2. | Bidang Pengendalian 1. Pembentukan dan pelaksananaan Pusat Pelayanan Terpadu
Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Pemberdayaan Perempuan 2. Pembentukan dan pelaksanaan Forum Anak Desa dan Desa Ramah
dan Perlindungan Anak Anak
3. Melakukan Data Pilah per desa
4. Pemantauan mutu pelayanan KB.
3. | Bidang Lingkungan Hidup 1. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak
sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Jasa layanan pengelolaan sampah
3. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneka
ragaman hayati
4. | Bidang Perindagkop dan 1.1zinUsaha Mikro dan Usaha Kecil | 1. Pembinaan UMK

UKM

(IUMK)

2. Fasilitasi pembentukan koperasi




BIDANG URUSAN

NO PEMERINTAHAN PERIZINAN NON PERIZINAN
1 2 3 4
5. | Bidang 1. Rekomendasi penggunaan badan jalan 1. Pendataan kendaraan bermotor
Perhubungan 2. Izin Usaha Bengkel Umum untuk
kendaraan bermotor
6. | Bidang . Pengangkatan Pelaksana Harian Kepala Desa

Pemerintahan Desa

H W~

. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa
. Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Lomba 10 Program Pokok PKK

tingkat Kecamatan

. Pemberian rekomendasi pencairan ADD dan DD

7. | Bidang 1. Pembinaan disiplin pegawai dan ketaatan pegawai terhadap peraturan
Kepegawaian perundang-undangan yang berlaku bagi ASN di Kecamatan
2. Penerbitan surat izin cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting
bagi ASN diKecamatan
3. Fasilitasi penerimaan CPNS dan CPTT
8. | Bidang Penanaman | 1. Tanda Daftar Industri (TDI) bagi usaha 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di

Modal dan PTSP

industri kecil, tradisional dan rumah

tangga.

wilayah kecamatan.

. Fasilitasi Pelaksanaan Perizinan ( SITU ) dengan luas < 500 MZ, SIUP

dan TDP

. Fasilitasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal

satu lantai maupun bertingkat denga luas 250 M2 di luar kawasan
pembagunan perumahan (pembangunan secara kolektif yang
memperoleh izin lokasi).




BIDANG

NO URUSAN PERIZINAN NON PERIZINAN
PEMERINTAHAN
1 2 3 4
9. | Bidang 1. Penyelenggaraan penagihan pajak restoran.
Pendapatan 2. Penyelenggaraan penagihan pajak hiburan.
Daerah 3. Penyelenggaraan penagihan pajak reklame.
4. Penyelenggaraan penagihan pajak bumi dan Bangunan.
10. | Bidang 1. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan
Pertanian, pangan pada tingkat rumah tangga.
perikanan, 2. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan
peternakan, masyarakat.
Perkebunan dan 3. Pemantauan dan pengawasan izin usaha sector pertanian.
Ketahanan 4. Memfasilitasi pengembangan  sistim informasi rehabilitasi,
pangan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dan
perkebunan di kecamatan.
5. Fasilitasi izin sarana produksi (pupuk dan obat-obatan)
6. Fasilitasi Calon petani dan calon lahan (CPCL)
11. | Bidang 1. Pembinaan dan perlindungan terhadap pariwisata lokal.
Pariwisata 2. Pelaksanaan pendataan informasi usaha dibidang pariwisata.
3. Pelaksanaan penyebarluasan seni dan Budaya
4. Pembinaan ekonomi kreatif masyarakat.
5. Fasilitasi perizinan usaha pariwisata
12. | Bidang 1. Melakukan pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi.
Ketenagakerjaan 2. Fasilitasi dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan
dan pemukiman transmigrasi lokal.
Transmigrasi 3. Fasilitasi pelatihan tenaga kerja mandiri.
4. Penyelenggaraan kegiatan padat karya.
13. | Bidang Sosial 1. pelaksanaan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

A W N

(PMKS),

. pelaksanaan verifikasi dan validasi data beras sejahtera
. Pengawasan pelaksanaan bantuan PMKS.
. Pendistribusian beras sejahtera dari kecamatan ke desa




BIDANG URUSAN

NO PEMERINTAHAN PERIZINAN NON PERIZINAN
1 2 3 -+
14. | Bidang Perpustakaan dan 1. Fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan.
Kearsipan
15. | Bidang Kesehatan 1. Pengawasan pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu (PUSTU).
2. Pengawasan kegiatan pengobatan tradisional.
3. Pembinaan Usaha Kesehatan yang bersumber daya masyarakat.
16. | Bidang Perencanaan 1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Pembangunan penelitian
dan pengembangan daerah
17. | Bidang Kependudukan 1. Fasilitasi Pelayanan penerbitan Surat Keterangan kelahiran dan
kematian.
2. Fasilitasi Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Perkawinan.
BUPATI HALMAHERA TENGAH
EDI LANGKARA
JABATAN PARAF
SEKDA
ASISTEN I

KABAG HUKUM DAN HAM

KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN
PENGELOLAAN PERBATASAN




